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ABSTRACT 

This article aims to analyze in depth the stages of evidentiary examination in civil procedural law in Indonesia. 

Evidence is a crucial element in the civil justice process, because its success greatly influences the judge's decision. 

This research uses normative juridical methods with a statutory and regulatory approach, as well as analysis of legal 

doctrine and court practice. This article describes in detail each stage of evidence, starting from submitting evidence, 

evaluating the evidence by the judge, to the final decision. The results of the analysis show that the implementation of 

the evidentiary stages in Indonesia still faces challenges, especially related to the consistent application of legal 

principles by judges. This research provides recommendations to clarify procedures and strengthen judicial integrity 

in evidentiary examinations in civil cases. 
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 ABSTRAK 

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tahap-tahap pemeriksaan pembuktian dalam hukum acara 

perdata di Indonesia. Pembuktian menjadi elemen krusial dalam proses peradilan perdata, karena keberhasilannya 

sangat mempengaruhi putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, serta analisis doktrin hukum dan praktik pengadilan. Artikel ini menguraikan dengan detail 

setiap tahap pembuktian, mulai dari pengajuan alat bukti, penilaian bukti oleh hakim, hingga putusan akhir. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa penerapan tahap-tahap pembuktian di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama 

terkait dengan konsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum oleh para hakim. Penelitian ini memberikan rekomendasi 

untuk memperjelas prosedur dan memperkuat integritas peradilan dalam pemeriksaan pembuktian pada perkara 

perdata.  
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 PENDAHULUAN 

Hukum acara perdata di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan kepastian 

hukum dalam sengketa perdata. Sebagai kerangka hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa 

di pengadilan, hukum acara perdata memuat berbagai tahapan yang harus dilalui oleh para pihak, termasuk 

tahap pemeriksaan pembuktian. Tahap ini merupakan elemen kunci dalam proses persidangan karena 

berfungsi untuk menilai kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak berdasarkan alat bukti yang 

sah menurut hukum.   

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022 merupakan salah satu putusan yang menarik 

perhatian dalam kajian hukum acara perdata. Putusan ini tidak hanya menjadi cerminan penerapan prinsip-

prinsip pembuktian, tetapi juga menunjukkan kompleksitas serta tantangan dalam menginterpretasi dan 

mengaplikasikan norma hukum yang berlaku. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memberikan 

pandangannya terkait proses pembuktian, baik dari sisi keabsahan alat bukti maupun relevansi bukti dalam 

mendukung gugatan atau tangkisan para pihak.   

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tahapan pemeriksaan pembuktian dalam hukum acara 

perdata sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022. Kajian ini tidak 

hanya akan membahas aspek yuridis dari putusan tersebut, tetapi juga mengeksplorasi implikasinya 

terhadap praktik peradilan perdata di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang peran strategis tahap pembuktian dalam menjamin keadilan 

substantif dalam hukum acara perdata.  analisis data, lokasi penelitian, dan responden atau narasumber yang 

dituju dalam penelitian. Penulisan metode penelitian tidak perlu menggunakan sub judul.    

  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Secara keseluruhan, artikel ilmiah ini bertujuan memperkuat pemahaman teoretis dan praktis 

mengenai tahapan pemeriksaan pembuktian dalam hukum acara perdata, serta memberikan kontribusi 

terhadap perbaikan praktik hukum di Indonesia, sembari memenuhi persyaratan akademik dalam mata 

kuliah yang terkait.  

Terdapat beberapa prinsip dasar yang mendasari proses pembuktian dalam hukum acara perdata di 

Indonesia, yaitu:  

1. Prinsip-Prinsip Dalam Pembuktian  

Judul dan jumlah subbab disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah yang 

telah disampaikan pada bab latar belakang masalah dengan ketentuan penulisan: menggunakan jenis huruf 

Times New Roman ukuran 12, bold, dengan menggunakan penomoran angka Arab.   

a. Beban Pembuktian (Onus Probandi):  

Prinsip ini menetapkan bahwa pihak yang mengajukan klaim atau dalil harus membuktikan 

kebenaran dari klaim tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPerdata, beban 

pembuktian umumnya berada di pihak penggugat. Penggugat harus membuktikan dalil yang diajukannya, 

sementara tergugat berhak memberikan bukti untuk menyangkal klaim tersebut. Prinsip ini dikenal sebagai 

asas "actori incumbit probatio", yang berarti "siapa yang mendalilkan sesuatu, dia yang harus 

membuktikannya".  
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b. Kebenaran Formil  

Dalam hukum acara perdata, pengadilan tidak diwajibkan untuk mencari kebenaran materiil seperti 

dalam hukum pidana. Pengadilan hanya perlu memastikan kebenaran formil, yakni kebenaran yang 

berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak. Sesuai dengan Pasal 178 HIR, pengadilan tidak boleh 

memutuskan berdasarkan asumsi atau spekulasi, tetapi harus berdasarkan bukti formil yang sah menurut 

hukum.     

c. Pembatasan Alat Bukti  

Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata secara tegas mengatur alat bukti yang dapat digunakan 

dalam persidangan perdata. Jenis-jenis alat bukti tersebut meliputi: bukti tertulis, keterangan saksi, 

persangkaan, pengakuan, sumpah, dan pemeriksaan setempat. Masing-masing alat bukti memiliki bobot 

pembuktian yang berbeda, dan pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan kekuatan pembuktian 

dari setiap alat bukti.    

  

2. Tahapan Pemeriksaan 

Setelah tahap gugatan, jawaban, serta replik dan duplik selesai, persidangan berlanjut ke tahap 

pemeriksaan pembuktian. Tahapan ini sangat penting dalam menentukan apakah penggugat atau tergugat 

akan memenangkan perkara. Berikut adalah urutan tahapan pemeriksaan pembuktian sesuai dengan 

prosedur dalam hukum acara perdata:  

a. Pengajuan Alat Bukti  

Setelah majelis hakim membuka tahapan pembuktian, kedua pihak diminta mengajukan alat bukti 

yang mendukung argumen mereka. Alat bukti ini dapat berupa dokumen tertulis, keterangan saksi, atau alat 

bukti lain yang relevan. Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang diajukannya, sementara tergugat 

memiliki kesempatan untuk membantah bukti tersebut dengan alat bukti tandingan. Pengajuan alat bukti 

ini diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 1866 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan 

harus mengajukan alat bukti yang sah.  

b. Pemeriksaan Saksi  

Keterangan saksi sering menjadi bagian penting dalam pembuktian. Berdasarkan Pasal 1905 

KUHPerdata, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah tentang peristiwa atau 

fakta yang ia ketahui secara langsung. Dalam hukum acara perdata, keterangan saksi harus memenuhi syarat 

tertentu, seperti saksi harus cakap hukum dan tidak boleh memiliki konflik kepentingan. Hakim akan 

memeriksa saksi di bawah sumpah sesuai Pasal 1907 KUHPerdata, dan mempertimbangkan kredibilitas 

saksi berdasarkan konsistensi kesaksian serta hubungan dengan perkara. 

c. Pemeriksaan Alat Bukti Tertulis  

Alat bukti tertulis merupakan salah satu bukti yang sangat kuat dalam hukum acara perdata, seperti 

dokumen resmi, kontrak, atau surat yang berkaitan dengan sengketa. Sesuai Pasal 165 HIR, dokumen yang 

dibuat di hadapan pejabat berwenang dan sesuai dengan hukum memiliki kekuatan pembuktian penuh. 

Namun, pihak lawan dapat mempertanyakan keaslian dokumen tersebut. Jika terjadi perselisihan mengenai 

keabsahan dokumen, pengadilan dapat melakukan verifikasi tambahan.  

d. Pengajuan Persangkaan  

Persangkaan adalah kesimpulan yang diambil dari fakta-fakta yang terbukti.  Menurut Pasal 1915 

KUHPerdata, persangkaan harus berdasarkan fakta yang  konkret dan bukan spekulasi. Pengadilan akan 

menilai kekuatan persangkaan dari hubungan logis antara fakta yang terbukti dan kesimpulan yang diambil.  
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e. Pengakuan  

Pengakuan oleh salah satu pihak terhadap dalil pihak lawan dapat menjadi alat bukti yang sangat 

kuat. Pasal 174 HIR menyatakan bahwa pengakuan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan. Namun, pengadilan akan mempertimbangkan konteks pengakuan, termasuk 

apakah pengakuan tersebut diberikan secara sukarela atau di bawah tekanan.  

f. Sumpah  

Sumpah biasanya digunakan sebagai bukti terakhir jika alat bukti lain tidak mencukupi. Pasal 155 

HIR mengatur bahwa pihak yang bersumpah di bawah ancaman hukum harus meyakinkan pengadilan 

bahwa keterangannya benar. Penggunaan sumpah hanya dilakukan dalam situasi tertentu karena sumpah 

dianggap sebagai alat bukti yang terakhir dan memiliki konsekuensi hukum yang berat.  

g. Pemeriksaan Setempat  

Dalam sengketa yang melibatkan hak atas properti atau tanah, pengadilan dapat melakukan 

pemeriksaan setempat untuk memahami lebih jelas objek sengketa. Pasal 153 HIR memberikan 

kewenangan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan langsung guna memperkuat bukti yang diajukan. 

h. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti  

Setelah semua alat bukti diajukan dan diperiksa, hakim akan menilai kekuatan masing-masing alat 

bukti. Penilaian ini tidak hanya mempertimbangkan jumlah bukti, tetapi juga kualitas dan relevansi bukti 

dengan pokok perkara. Prinsip kehati-hatian diterapkan, memastikan keputusan didasarkan pada bukti yang 

sahih dan memenuhi syarat hukum. Hakim juga akan mempertimbangkan syarat formil dari alat bukti, 

seperti keaslian dokumen, konsistensi keterangan saksi, serta apakah pengakuan diberikan tanpa tekanan. 

Setelah mempertimbangkan semua faktor ini, hakim akan membuat keputusan yang adil dan berdasarkan 

bukti yang kuat.  

  

3. Contoh Kasus Relevan  

Kasus ini adalah sengketa perdata antara Budi Said sebagai Penggugat dan PT Aneka Tambang Tbk 

(Antam) serta pihak-pihak terkait lainnya. Inti permasalahan adalah Penggugat menuntut PT Antam dan 

beberapa karyawannya terkait pembelian emas batangan yang diduga melibatkan perbuatan melawan 

hukum. Penggugat mengklaim bahwa ia mengalami kerugian akibat tidak diterimanya emas seberat 1.136 

kg sesuai dengan perjanjian. Kasus ini dimulai dari Pengadilan Negeri Surabaya, lalu naik ke Pengadilan 

Tinggi Surabaya, hingga akhirnya diputus oleh Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung 

mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan memerintahkan PT Antam bersama karyawannya untuk 

membayar ganti rugi secara tanggung renteng, baik dalam bentuk emas atau setara uang sejumlah Rp817 

miliar. Tergugat V juga dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp92 miliar.   

Kasus sengketa perdata antara PT Aneka Tambang (Antam) dengan Budi Said terkait pembelian 

emas batangan telah melalui proses hukum yang panjang, dengan putusan yang pada akhirnya berpihak 

pada Budi Said. Proses ini menunjukkan bagaimana tahapan pembuktian berperan penting dalam 

menentukan hasil akhir sebuah perkara perdata, di mana alat bukti dan pertimbangan hakim pada setiap 

tingkatan pengadilan bisa sangat memengaruhi hasil akhir putusan. Berikut adalah analisis lebih lanjut 

termasuk landasan hukum dan nomor putusan yang relevan  
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FAKTA KASUS  PUTUSAN NOMOR 1666 K/PDT/2022    

Kasus ini bermula ketika Budi Said, seorang pengusaha asal Surabaya, membeli emas batangan dari 

Antam melalui sales resmi. Dalam proses pembelian, Budi Said mengklaim telah membayar lebih untuk 

sejumlah emas, tetapi hanya menerima sebagian dari jumlah yang seharusnya. Budi kemudian menggugat 

PT Antam dengan tuduhan wanprestasi atau ingkar janji, menuduh perusahaan gagal memenuhi 

kewajibannya untuk mengirimkan emas sesuai dengan kesepakatan. Nomor Putusan Kasus ini diputus 

oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Putusan : 58/Pdt.G/2020/PN.Sby. Dalam putusan 

tersebut, pengadilan memerintahkan PT.Antam untuk membayar ganti rugi sebesar 1,1 ton emas atau 

setara Rp 817 miliar kepada Budi Said.  

 

Analisis Tahapan Pembuktian  

Berikut adalah penjabaran fakta-fakta kasus yang disertai dengan analisis tahapan pemeriksaan 

pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, berdasarkan kasus Budi Said melawan PT Aneka 

Tambang Tbk (Antam):  

1. Latar Belakang Sengketa    

a. Fakta:    

Budi Said menggugat PT Antam beserta beberapa karyawan atas kerugian yang dialaminya 

dalam transaksi pembelian emas batangan. Penggugat merasa dirugikan karena hanya 

menerima 5.935 kg emas dari 7.071 kg yang seharusnya ia terima, sehingga ada kekurangan 

1.136 kg emas.  

b. Analisis Tahapan Pemeriksaan:    

Pengajuan Gugatan (Tahap Awal): Tahap ini diawali dengan Penggugat (Budi Said) 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Pada tahap ini, 1gugatan diteliti dan 

dicatat. Penggugat mengajukan klaim bahwa PT Antam dan karyawannya telah melakukan 

perbuatan melawan hukum dengan memberikan emas yang lebih sedikit dari yang telah 

disepakati.  

  

2. Kerugian yang Diklaim Penggugat    

a. Fakta:    

Budi Said mengklaim mengalami kerugian materiil sebesar Rp817.465.600.000,00 yang 

setara dengan 1.136 kg emas yang tidak diserahkan. Selain itu, Penggugat juga menuntut 

kerugian immateriil sebesar Rp500 miliar.  

b. Analisis Tahapan Pemeriksaan:    

Pembuktian Kerugian Materiil dan Immateriil: Pada tahap pemeriksaan pokok perkara, 

pengadilan menilai bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan kerugiannya. 

Dalam hal ini, kerugian materiil didukung dengan dokumen transaksi pembelian emas, 

sementara klaim kerugian immateriil didasarkan pada dampak non-materiil yang 

dirasakan oleh Penggugat, seperti nama baik dan reputasi yang dirugikan.  
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3. Keterlibatan Karyawan PT Antam    

a. Fakta:    

Karyawan PT Antam yang terlibat, seperti Endang Kumoro (Tergugat II), Misdianto 

(Tergugat III), dan Ahmad Purwanto (Tergugat IV), diduga menjalankan perbuatan 

melawan hukum saat menjalankan tugas resmi dalam proses transaksi emas.  

b. Analisis Tahapan Pemeriksaan:    

Pembuktian Hubungan Hukum: Pada tahap ini, pengadilan memeriksa hubungan hukum 

antara PT Antam dan karyawannya. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, jika seorang 

karyawan melakukan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai bagian dari 

perusahaan, perusahaan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Pengadilan menilai 

apakah tindakan karyawan tersebut berada dalam wewenang PT Antam.  

  

4. Perbuatan Melawan Hukum    

a. Fakta:    

Tergugat II hingga Tergugat IV diduga melakukan penipuan yang mengakibatkan 

kerugian bagi Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa tindakan ini tidak hanya kesalahan 

personal, tetapi bagian dari tanggung jawab PT Antam sebagai perusahaan.  

b. Analisis Tahapan Pemeriksaan:    

Tahap Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum: Penggugat harus membuktikan adanya 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat. Dalam kasus ini, Penggugat 

menggunakan bukti bahwa karyawan PT Antam melakukan transaksi jual beli emas di 

bawah wewenang resmi perusahaan. Bukti tersebut didukung oleh fakta bahwa transaksi 

terjadi di tempat resmi PT Antam, dalam jam kerja, dan menggunakan rekening PT Antam.  

  

5. Tuntutan Penggugat    

a. Fakta:    

Penggugat menuntut PT Antam untuk mengganti kerugian materiil dalam bentuk emas 

seberat 1.136 kg atau uang yang setara, serta menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp500 

miliar. Penggugat juga menuntut tanggung renteng terhadap karyawan PT Antam yang 

terlibat.  

b. Analisis Tahapan Pemeriksaan:    

Tahap Penetapan Tuntutan: Di tahap ini, pengadilan menentukan apakah tuntutan 

Penggugat didasarkan pada bukti dan hukum yang valid. Dalam putusan Pengadilan 

Negeri, sebagian tuntutan Penggugat dikabulkan. PT Antam dihukum untuk membayar 

kerugian materiil, baik dalam bentuk emas atau uang yang setara, sementara sebagian 

tuntutan immateriil ditolak pada tahap kasasi.  

  

6. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya    

a. Fakta:    

Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan sebagian tuntutan Budi Said. Pengadilan 

memerintahkan PT Antam dan karyawannya untuk mengganti kerugian materiil sebesar 

Rp817 miliar atau menyerahkan 1.136 kg emas.  
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b. Analisis Tahapan Pemeriksaan:    

Tahap Putusan: Putusan ini merupakan hasil dari pemeriksaan pokok perkara, di mana 

pengadilan menyimpulkan bahwa PT Antam bertanggung jawab atas perbuatan 

karyawannya, sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata. Bukti-bukti yang diajukan oleh 

Penggugat dipertimbangkan cukup kuat untuk menyatakan bahwa PT Antam harus 

bertanggung jawab secara tanggung renteng.  

  

7. Keputusan Kasasi oleh Mahkamah Agung    

a. Fakta:    

Penggugat tidak puas dengan putusan banding yang menolak gugatannya, dan 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan 

kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Mahkamah Agung 

memutuskan bahwa PT Antam harus mengganti kerugian dalam bentuk emas atau uang 

setara.  

b. Analisis Tahapan Pemeriksaan:    

Tahap Kasasi: Pada tahap kasasi, Mahkamah Agung meninjau kembali faktafakta yang 

telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dalam  hal ini, Mahkamah 

Agung memutuskan bahwa Pengadilan Tinggi salah dalam menolak gugatan Penggugat, 

dan mengembalikan sebagian besar putusan Pengadilan Negeri dengan beberapa perbaikan 

dalam amar putusan.  

  

3) Undang - Undang  

  

Tabel 1.  

Dalam kasus ini, beberapa undang-undang yang menjadi dasar proses hukum dan pembuktian di 

pengadilan adalah:  

  

No. Pengaturan Keterangan 

1.  Pasal 1239 KUHPerdata  Mengatur tentang wanprestasi (ingkar   

2.   Pasal 1865 KUHPerdata  Mengatur beban pembuktian dalam   

3.  Pasal 164 HIR :  Mengatur alat bukti yang sah dalam proses 

pembuktian di pengadilan, yang meliputi alat 

bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, 

pengakuan, sumpah, dan pemeriksaan setempat.  
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4.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen: Relevan dalam 

kasus ini karena terkait dengan perlindungan hak-

hak konsumen, di mana Budi Said sebagai 

pembeli memiliki hak untuk menerima barang 

sesuai kesepakatan.  

5.  Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen  mewajibkan pelaku usaha untuk mengganti 

kerugian apabila tidak memenuhi kewajibannya. 

6.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  

tentang Pertambangan Mineral  dan 

Batubara  

UU ini relevan karena PT Antam adalah 

perusahaan yang bergerak di  bidang 

pertambangan, dan sebagai pelaku  

usaha, tunduk pada aturan  ini dalam melakukan 

kegiatan bisnisnya.  

 Sumber : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022  

 

 

KESIMPULAN  

Proses pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting 

dan krusial dalam menentukan hasil akhir dari suatu  sengketa. Melalui tahapan yang telah diuraikan, 

terlihat bahwa setiap langkah dalam pemeriksaan pembuktian harus dilakukan dengan cermat, sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beban pembuktian yang ditanggung oleh penggugat, serta 

kesempatan yang diberikan kepada tergugat untuk membantah dengan alat bukti tandingan, menciptakan 

keseimbangan dalam  proses hukum. Selain itu, jenis-jenis alat bukti yang diakui—seperti bukti  tertulis, 

keterangan saksi, pengakuan, sumpah, dan pemeriksaan setempat menunjukkan beragam cara yang dapat 

digunakan untuk mendukung argumen masingmasing pihak. Pengadilan, dalam menjalankan tugasnya, 

tidak hanya  bertindak sebagai penilai yang pasif, tetapi juga aktif dalam memastikan bahwa semua bukti 

yang diajukan adalah sah dan relevan. Penilaian terhadap alat bukti harus dilakukan secara komprehensif, 

dengan mempertimbangkan keabsahan, konsistensi, serta konteks dari setiap bukti. Proses ini sangat 

menekankan pada prinsip kehati-hatian, di mana keputusan yang diambil oleh hakim harus berlandaskan 

pada fakta yang jelas dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pentingnya pemahaman mendalam 

tentang tahapan pembuktian ini tidak hanya berlaku bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat 

umum yang mungkin terlibat dalam sengketa perdata. Dengan pemahaman yang baik mengenai proses ini, 

para pihak dapat lebih efektif dalam menyusun argumen dan mempersiapkan bukti yang relevan, sehingga 

dapat meningkatkan peluang untuk meraih keadilan di hadapan pengadilan. Secara keseluruhan, 

pemahaman yang mendalam mengenai tahapan pemeriksaan pembuktian dalam hukum acara perdata di 

Indonesia adalah kunci bagi setiap individu atau entitas yang terlibat dalam proses peradilan. Dengan 

mematuhi dan memahami peraturan serta prosedur yang berlaku, setiap pihak dapat memperkuat posisinya 

dalam menghadapi sengketa  

DAFTAR PUSTAKA  
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